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ABSTRAK 

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME OLEH BADAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) 

KABUPATEN PELALAWAN 

 

OLEH: 

 

FAHTURRAHMAN AL MUZACKHY 

02070616064 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Mei 2023 di kantor 

Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan.Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui 

tentang pertumbuhan dan kontibusi pajak reklame yang terdaftar di Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.Pajak merupakan 

salah satu sumber pembiayaan pembangunan  nasional dalam rangka peningkatan 

masyarakat.Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.Sedangkan 

yang di maksud denga reklame adalah benda, alat, perbuatan,atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap 

barang, jasa, orang,atau badan yang dapat dilihat, dibaca,didengar, dirasakan, 

dana atau dinikmati oleh umum.Penulis menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau kondisi yang ada di Kantor 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak reklame pada tahun 

2020 3,2% dan mengalami penurunan sebesar 1,4% pada tahun 2021 dan 

mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 sebesar 5,9%.Jadi laju 

pertumbuhan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Pelalawan mengalami fluktasi,kondisi ini di karenakan belum 

stabilnya penerimaan dari pendapatan sektor pajak reklame tersebut.Kontribusi 

pajak reklame terhadap penerimaan pajak daerah yaitu menurun.  

Kata kunci : Pajak Reklame,Pertumbuhan,Kontribusi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan 

pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam,lautan dan sumber daya alam 

yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong 

pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan 

pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan 

perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu 

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari 

penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan bernegara. 

 Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan 

pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. 

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakunya 

otonomi daerah di indonesia, yaitu tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya 

otonomi daerah dipacu untuk dapat berekreasi mencari sumber penerimaan daerah 

yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Siahaan, 2019:1). Pajak 

merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. 
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 Dengan diberlakunnya sistem Self Assessment maka wajib pajak diberikan 

wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.Alokasi pajak untuk pembangunan 

prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif 

terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan sumber daya manusia. Pelaksanaan 

pembangunan prasarana adalah proses perubahan yang berlangsung secara terus 

menerus dan upaya pemanfaatan segala potensi sumber daya yang ada di masing-

masing daerah. Penetapan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintah daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah dalam 

menjalankan fungsi pemerintah,dan berhak untuk mengurus pengelolaan 

keuangan daerahnya sendiri,termasuk mengelola penerimaan, pengeluaran 

keuangan serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Sumber 

penerimaan daerah salah satunya adalah pendapatan asli daerah, pendapatan asli 

daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan I pungut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber 

pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. 

 Bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang 

digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di 

daerah, dengan berlakunnya UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, perlu membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah. Dengan 

diberlakunnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah pendapat peluang 

untuk mengali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya dengan tetap 

memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Pajak 
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daerah harus di kelola secara profesional dan transparan dalam rangka 

optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran 

pendapatan dan belanja daerah.  

 Pajak Reklame secara umum adalah pajak yang di pungut atas 

penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi 

maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggara reklame adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang 

menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau atas nama pihak lain 

yang menjadi tanggungannya. Objek pajak reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame.                                                                   

 Besarnya tarif pajak untuk masing-masing reklame menurut pasal 25 

peraturan Daerah No 1 tahun 2011 tentang pajak daerah ditetapkan sebesar 25% 

pemungutan pajak daerah mempunyai relavensi yang signifikan antara kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah secara berkesinambungan 

dan kontiniu dengan masyarakat wajib pajak dalam menikmati hasil-hasil 

pembangunan yang dirasakan,yang dimaksud wajib pajak reklame didalam pasal 

23 ayat (2) Peraturan Daerah No. 1 tahun 2011 Kabupaten Pelalawan adalah orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Berikut kontribusi pajak 

yang ada di Kabupaten Pelalawan. 
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Tabel 1.1 Kontribusi Pajak yang ada di Badan Pengelolaan keuangan dan 

Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

No Uraian Pajak Target Realisasi Persen 

1 Pajak hotel 1,850,000,000 2,122,602,756 114,74% 

2 Pajak restoran 10,200,000,000 7,938,147,268 77,82% 

3 Pajak hiburan 349,000,000 280,518,783 80,38% 

4 Pajak reklame 1,755,000,000 1,337,785,743 76,23% 

5 Pajak penerangan jalan 37,000,000,000 27,628,941,585 74,67% 

6 Pajak parkir 45,000,000 35,528,300 78,95% 

7 Pajak air tanah 2,000,000,000 1,726,707,597 86,34% 

8 Pajak sarang burung walet 5,600,000,000 163,375,000 2,92% 

9 Pajak mineral bukan 

logam dan buatan 

105,000,000 4,599,040  4,38% 

10 Pajak bumi dan bangunan 

perdesaan dan perkotaan 

28,000,000,000 22,635,338,203 80,84% 

11 Bea peolehan hak atas 

tanah dan bangunan  

50,000,000,000 48,416,961,726 96,83% 

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 2023 

 Dapat dilihat dati Tabel 1.1 yang memiliki Kontribusi tertinggi di 

Kabupaten Pelalawan adalah pajak Bea perolean hak atas tanah dan bangunan 

dengan realisasi sebesar Rp. 48.416.961.726  dan Kontribusi yang terendah adalah 

pajak mineral bukan logam dan buatan dengan realisasi sebesar Rp. 4.599.040.  

 Realisasi penerimaan pajak reklame adalah semua hasil pendapatan pajak 

reklame yang sudah ditargetkan sebelumnya,untuk lebih jelas dapat dilihat dari 

tabel berikut:  
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Tabel 1.2 Target dan Realisasi pendapatan pajak reklame di Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

No Tahun 

pajak 

Target Realisasi Persen 

(%) 

1 2019 1,700,000,000.00 1,450,039,404.00 85.30% 

2 2020 1,186,200,000.00 1,402,789,042.00 118.26% 

3 2021 1,657,500,000.00 1,422,473,404.00 85.82% 

4 2022 1,755,000,000.00 1,337,785,743.00 76.23% 

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 2023 

 Berdasarkan tabel 1.2 diatas bahwa penerimaan sektor pajak reklame yang 

terealisasi di Kabupaten Pelalawan adalah naik turun pada tahun 2019 sebesar 

85.30%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 118.26%, pada tahun 2021 

mengalami penurunan sebesar 85.82%, dan pada tahun 2022 mengalami 

penurunan kembali sebesar 76.23%.  

 Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa perkembangan pajak 

reklame di Kabupaten Pelalawan dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan 

penurunan sehingga bisa dikatakan penerimaan pajak reklame di Kabupaten 

Pelalawan belum efisien dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak reklame 

dalam membayar pajaknya di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengetahui dan 

menyampaikan serta melaporkan situiasi yang ada pada instansi pemerintah yang 

bersangkutan khususnya pada Badan Pengelolaan Kuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan.Berdasarkan hal tersebut,maka penulis tertarik 
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memilih judul “Pertumbuhan Dan Kontribusi Pajak Reklame oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas,maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertumbuhan pajak reklame pada badan pengelolaan keuangan 

dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan? 

2. Bagaimana kontribusi pajak reklame pada pendapatan asli daerah di badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka penulisan  

tugas akhir ini bertujun untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang: 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan pajak reklame oleh badan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kotribusi pajak reklame oleh badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penilitian ini diharapkan mendapakan sumbangan pemikiran terhadap 

perkembangan ilmu dalam pemerintah,terutama untuk badan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan, Selain itu dapat 

menjadi referensi bagi peneliti-penelitian yang lainnya. 
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2. Bagi instansi,penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan upaya 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama untuk pajak reklame. 

3. Bagi penulis,mendapatkan pengalaman meneliti yang berguna dan dapat 

mengaplikasikan materi yang didapatkan dibangku kuliah dengan 

mempersembahkan hasil karya yang berkualitas. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

 Adapun tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan yang 

beralamat dijalan Sultan Syarif Harun, Pangkalan Kerinci Barat, Kec.Pangkalan 

Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2023. 

1.5.3 Jenis Data 

a. Data Primer  

 Data primer,yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya 

dengan cara melakukan wawancara.Yang dalam hal ini penulis akan mewancarai 

langsung kepala bidang pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuanagan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan.  
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b. Data sekunder 

 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara seperti dokumen,buku-buku referensi yang berhubungan dengan 

penulisan serta sumber-sumber lainnya. 

1.5.4 Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara/Interview 

 Penulis mengumpulkan data dengan teknik wawancara. Wawancara yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan 

Pengelolaan Keuanagan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

khususnya kepala bidang pajak reklame yang di anggap mampu. 

b. Studi Pustaka 

 Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan 

dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih 

menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih 

berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber 

referensi lain yang berhubungan dengan penulisan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi dapat diartikan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik berupa catatan 

transkip, buku, surat-surat kabar dan lainnya. 
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1.6 Analisis Data  

 Penulis menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan situasi atau kondisi yang ada di kantor Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang 

menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Dalam penulisan proposal ini terdapat 

beberapa bab dengan uraian sebagai berikut: 

             BAB I          : PENDAHULUAN 

Bab ini menuraikan latar belakang masalah,rumusan 

masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan,teknik 

pengumpulan data dan penulisan laporan. 

             BAB II         : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan                       

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan. 

              BAB III        : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori 

pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat 

pemungutan pajak, tata cara perizinan pajak reklame, tata 

cara pemungutan pajak reklame, jenis-jenis pajak, 
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pengertian pajak reklame, subjek dan wajib pajak reklame, 

objek pajak reklame, dasar pengenaan pajak reklame, tarif 

pajak reklame, perhitungan pajak rekame, tinjauan praktek 

tata cara pemungutan pajak reklame. 

              BAB IV         : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang 

dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan. 

              DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

2.1 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD)   

Kabupaten Pelalawan 

Adapun perusahaan/instansi tempat penulis melaksanakan penelitian adalah  

di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan yang beralamat di dijalan Sultan Syarif Harun,Pangkalan Kerinci 

Barat, Kec.Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.Penulis di tempatkan 

di bagian sub bidang pajak reklame, pendataan, dan penagihan. 

2.2 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kabupaten Pelalawan 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan 

sebagai Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) 

unsur keuangan sebagaimana amanat pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta diperjelas melalui pasal 46 peraturan 

pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah memiliki tugas dan 

fungsi sebagai pembantu kepala daerah yang bertanggung jawab dalam 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan  uum unsur keuangan daerah 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core) yang 

dilaksanakan oleh dinas teknis daerah. 
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Selanjutnya pada pasal 280 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

mengamanatkan bahwasannya pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan 

daerah memiliki kewajiban meliputi 

1. Mengelola dana secara efektif, efisien. transparan dan akuntabel. 

2. Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan 

program pemerintah pusat,dan 

3. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan 

sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. 

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan dibentuk  berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 

10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten 

Pelalawan.Dalam perjalanannya susunan organisasi dan tata kerja BPKAD 

Kabupaten Pelalawan mengalai beberapa kali mengalami perubahan yaiu : 

1. Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata 

kerja dinas pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan. 

2. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata 

kerja dinas daerah Kabupaten Pelalawan,Penjabaran tugas dan fungsi dinas 

pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Pelalawan. 

3. Peraturan Dearah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 tahun 2012 tentang 

perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 

tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah 

Kabupaten Pelalawan. 
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4. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan 

organisasi perangkat daerah Kabupaten Pelalawan. 

Berdasarkan peraturan daeraha Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 

pembentukan dan susunan perangkat daeah Kabupaten Pelalawan BPKAD  

merupakan badan daerah dengan type  A melaksanakan fungsi penunjang 

keuangan.Selanjutnya berdasarkan peraturan Bupat Pelalawan Nomor 78 tahun 

2016 telah menetapkan kedudukan,tugas dan fungsi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan. 

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan mempunyai susunan organisasi sebagai 

berikut: 

1. Sekretariat,terdiri atas: 

a. Subbag Umum dan Kepegawaian,dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Dearah,terdiri atas: 

a. Subbidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer. 

b. Subbidang Inforasi Keuangan Daerah. 

c. Kelompok jabatan Fungsional 

3. Bidang Perbendaharaan,terdiri atas: 

a. Subbidang Penerimaan dan Pengeluaran. 

b. Subbidang Belanja PPKD. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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4. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan,terdiri atas: 

a. Subbidang Akuntansi  dan Pembukuan. 

b. Subbidang Bina Keuangan. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

5. Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah,tediri atas : 

a. Subbidang Verifikasi dan Penetapan. 

b. Subbidang Pelayanan dan Pelaporan PAD. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional 

6. Bidang Penagihan,Keberatan dan Banding,terdiri atas: 

a. Subbidang penagihan PBB dan BPHTB. 

b. Subbidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya. 

c. Subbidang Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding. 

7. Bidang Aset,terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan kebutuhan dan Pemanfatan Aset. 

b. Subbidang Inventrisasi,Penatausahaan dan Pelaporan Aset. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional. 

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

2.3 Visi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah(BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan. 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita yang ingin diwujudkan instansi secara konsisten dan tegas dengan 

memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.Mengacu pada batasan 



15 

 

 
 

tersebut,maka didalam renstra Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Pelalawan 2026 ditetapkan visi ”Inovesi menuju pelalawan 

Maju(Makmur,Adil,Jaya,Unggul)” 

2.4 Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan. 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.Guna mewujudkan dan 

merealisasikan visi dimaksud,maka ditetapkan misi Badan Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan yaitu: 

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

iman. 

2. Mewujudkan kemakmuran ekonomi di Perkotaan dan Perdesaan yang 

mandiri dan berdaya saing(Maju Ekonomi) 

3. Mewujudkan pembangunan infrastuktur yang berkeadilan,lengkap dan 

berkelanjutan (Maju Infrastruktur) 

4. Mengembangkan pariwisata daerah berbasis partisipasi masyarakat dan 

budaya melayu perekat negeri(Maju Wisata dan Budaya) 

5. Mewujudkan Tata Kelola dan layanan pemerintan yang humanis(Good Public 

Srvices) berbasis data dan teknologi informasi(Maju Kepemerintahan) 
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2.5 Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan. 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas,sebagai 

unsur pelaksana pengelolaan keuangan,Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Pelalawan mempuyai tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah  (PAD) terhadap APBD secara 

berkesinambungan.sasarnnya adalah tercapainnya realisasi pendapatan asli 

daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 

2. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah.Sasarannya 

adalah terselenggarannya pengelolaan keuangan sesuai yang ditetapkan. 

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif.Sasarannya adalah terselenggaranya 

pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas. 

2.6 Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan. 

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, memimpin, merumuskan, 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan teknis bidang 

keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. 

2.7 Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Pelalawan. 

Adapun fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten 

Pelalawan adalah sebagai berikut: 
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan 

aset. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bdang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan 

dan aset. 

4. Pelaksanaan kesektariatan badan, dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 

fungsinya. 

2.8 Uraian Tugas (Job Description) Badan Pengelolaan keuangan Dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 

a. Sekretariat 

     Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi, koordinasi, 

fasilitas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait perencanaan program, 

keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta 

kepegawaian dan umum. 

Sekretariat terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :  

1. Sub Bagian umum dan kepagawaian. 

2. Kelompok jabatan fungsional. 

b. Bidang Anggaran dan Informasi Keuangan Daerah 

 Bidang anggaran dan informasi keuangan daerah menyelenggarakan tugas 

yang terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 
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pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran dan dana transfer, 

pelaksanaan anggaran dan informasi keuangan daerah. 

Bidang anggaran dan informasi keuangan daerah terdiri dari 3 Sub Bidang 

yaitu : 

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer. 

2. Sub Bidang Inforasi Keuangan Daerah. 

3. Kelompok jabatan Fungsional 

c. Bidang Perbendaharaan  

 Bidang perbendaharaan menyelengarakan tugas yang berkaitan dengan 

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan dan pengeluaran, verifikasi dan 

pelaporan serta belanja PPKD. 

Bidang perbendaharaan terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Penerimaan dan Pengeluaran. 

2. Sub Bidang Belanja PPKD. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

d. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan 

 Bidang Akuntansi dan Bina Keeuangan menyelenggarakan tugas yang 

terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang penetausahaan keuangan, akuntansi dan 

pembukuan serta bina keuangan. 

Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan terdiri 3 Sub Bidang yaitu: 

1. Sub Bidang Akuntansi  dan Pembukuan. 
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2. Sub Bidang Bina Keuangan. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

e. Bidang Pendataan Dan Pelayanan Pajak Daerah 

 Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah menyelenggarakan tugas 

yang terkait dengan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksnaan dan kebijakan dibidang pendataan dan pengawasan, verifikasi dan 

penetapan serta pelayanan dan pelaporan  PAD. 

Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu: 

1. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan. 

2. Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan PAD. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

f. Bidang Penagihan,Keberatan dan Banding 

 Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding menyelenggarakan tugas yang 

terkait dengan perumusan kebijakan serta koorinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan PBB Dan BPHTB, penagihan 

Pajak daerah lainnya dan penyelesaian piutang, keberatan dan banding. 

Bidang Penagihan, Keberatan dan Banding terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu:  

1. Sub Bidang penagihan PBB dan BPHTB. 

2. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya. 

3. Sub Bidang Penyelesaian Piutang Keberatan dan Banding. 

g. Bidang Aset 

 Bidang Aset menyeenggarakan tugas yang terkait dengan 

menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi 
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pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan aset, 

inventarisasi, penatausahaan dan pelaporan aset serta penilaian,pengamanan 

dan penghapusan aset. 

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu: 

1. Sub Bidang Perencanaan kebutuhan dan Pemanfaatan Aset. 

2. Sub Bidang Inventrisasi, Penatausahaan dan Pelaporan Aset. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah 

 Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis 

operasional badan.Uinit Pelaksana Teknis Daeah dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada dibawah dan betanggungjawab kepada kepala badan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Pelaksanaan tugas badan sesuai dengan bidang operasionalnya. 

2. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional 

i. Kelompok Jabatan Fungsional 

1. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas 

pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. 

2. Penyusunan dan perumusan tugas jabatan dan uraian kegiatan jabatan 

fungsional dilaksanakan dengan berpedoman pada tugas dan fungsi 

badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

3. Pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional dilakukan berdasarkan butir 

kegiatan dan hasil kerja sesuai jhenjang jabatan fungsional masing-

masing.  
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2.9 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Pelalawan  

Sumber:Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD),2023 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Penglolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, 

maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan 

pajak reklame yaitu : 

1. Pertumbuhan pajak reklame di Kabupaten Pelalawan dapat disimpulkan 

bahwa dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktasi, kondisi ini dikarenakan 

belum stabilnya penerimaan dari pendapatan di sektor pajak reklame 

tersebut.Setiap terjadinya kenaikan pertumbuhan pajak reklame tidak selalu 

diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah, hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik atau turunya pendapatan 

asli daerah.Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan daerah yang telah dicapai 

dari periode ke periode berikutnya. 

2. Kontribusi pajak reklame di Kabupaten Pelalawan mengalami penurunan 

terhadap penerimaan pajak daerah.Seharusnya pemerintah Kabupaten 

Pelalawan perlu memahami potensi apa saja yang harus di optimalkan dari 

pajak reklame, sehingga di tahun yang akan datang dapat memberikan 

kontribusi dan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak daerah   



 
 

 
 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memberi bebarapa saran yang 

mungkin dapat memberikan masukan, antara lain :  

1. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dengan kegiatan sosialisasi baik 

secara langsung ataupun melalui media cetak untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan terutama pajak 

reklame. 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten 

Pelalawan dapat Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih 

akurat, baik dari data yang diperoleh yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan pajak reklame di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan. 
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